
WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 39 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUEtAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 2 

TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGEMBANGAIjJ 

KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mbnimbang 

Mengingat 

WALI KOTA GORONTALO, 

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan d^rd. 
I 

pengembangan kelurahan, pemerintah Kota (jorontalo telali 

membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 

Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ddru. 

Pengembangan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah K|ot̂ . 

Gorontalo; 

b. bahwa berdasarkan hasil ewaluasi, beberapa kjtentuan daljani 

Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Daria Pengembangan Kelurahan D L 

Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo p(;rlu dilakukan 

penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak^uci 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetap 
I T 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan di Lingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I I di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indoneski 

Tahun 2000 Nomor 258, Tani.bahan Lembaran Negara Repuljjlil: 

Indonesia Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuan^ar 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonpsie 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undaag-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetiipan Peratui-ar 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202C 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistjenj 

Keuangem untuk Penanganan Pandemi Corona Virui 

Disease 2 0 i 9 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasioia] 

dan/atau Stabilitas Sistem Fleuangan Menjadi Undan-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembeiran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintahi Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norioi 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 

4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undtng 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang; Penetapan Peraturan Pemerininh 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentging 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sisitem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2C19 

(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancanan 

yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/a1au 

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undan-Und ang (Lembax an 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambah an 

Lembaran Negara Republik hidonesia Nomor 65d6); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C14 

Nomor 244, Tambahain Lemt»aran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
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Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indents: 

Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenthnk 

Pembinaan dan Pengawasstn Penyelengaraar Pemerintalian 

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 20 Ij 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon^si^ 

Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentkn^ 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik indonesia 

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentkn^ 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tenlmig Pengad^akji 

Barang dan J a s a ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 

tentang Penggunaan Sarana dan Prasarana Kelurahan qarji 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 t en t^g 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerali; 

13. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020 t en t^g 

Petunjuk Pelaksanaan Dana Pengembsmgan Kelurahan Di 

Lingkungan Pemerintah Kola. Gorontalo (Berila Daerah K[otg. 

Gorontalo Tahun 2020 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : P E R A T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O T E N T A N G P E R U B A F ^ N 

A T A S P E R A T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O N O M O R | |2 

T A H U N 2020 T E N T A N G P E T U N J U K P E L A K S A N A A N D A N A 

P E N G E M B A N G A N K E L U R A H A N D I L1NGKUNGA^^ P E M E R I N T A H 

K O T A G O R O N T A L O 
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Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomoi- 2 Tahun 2626 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Pengembangan Kelurahan Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kot£i Gorontalo Tahun 2020 Nomor 2) 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai l ier ikut : 

Pasal 6 

(1) Alokasi DPK berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatah 

(2) DPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimanfaatkan uritu(c 

membiayai pelaksanaan Program di tingkat kelurahan yang meliputi : 

a. jirogram penunjang urusan pemerintahan daerah; 

b. program penyelenggaraan urusan piemerintahan umujn; 

c. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; 

d. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayansin publik; 

e. program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah sebagaimana dimakjsu^ 

dalam pasal 6 Ayat (2) huruf a meliputi : 

a. jierencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daera|i; 

b. administrasi umum perangkat daerah; 

c. administrasi kepegawaian perangkxit daerah; 

d. administrasi keuangan perangkat daerah; 

e. administrasi barang milik daerah; 

f. jDengadaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta|iajji 

daerah; 

g. ]Demelih£iraan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan 

daerah; 

h. ]Denyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. 
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(2) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimans 

dimaJcsud dalam pasal 6 Ayat (2) huruf b berupa Penyelenggaran Uru$ar 

Pem<;rintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah; 

(3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 Ayat (2) huruf c meliputi : 

a. kegiatan pemberdayaan kelurahan; 

b. p»emberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. 

(4) Prog]-am Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

sebasgaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (2) huruf d meliputi : 

a. pielaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camatj 

b. koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahtm di tinglcalt 

kecamatan. 

(5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaim^n^ 

dimaksud dalam pasal 6 Ayat (2) huruf e meliputi : 

a. koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertitjan 

umum; 

b. koordinasi penerapan dan penegalcan peraturan dae;rah/peratuifai)i 

kepala daerah. 

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae|-ali 

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 Ayat (1) huruf h meliputi j^se 

Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga atas peran c)ap 

partisipasinya dalam hal : 

a. membantu pemerintah kelurahan dalam pemutakhiran dhta 

kependudukan, identifikasi potensi dan permasalahan sosial daiji 

siarana prasarana di lingkungan RT-RW masing-masing; 

b. menyelenggarakan kegiatan rembug warga sebagai bentjuk 

partisipasinya dalam perencanaan pembangunan daerah dari tinglcat 

bawah; 

c. membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan kiinnya yang 

diselenggarakan oleh pemerintah k<;lurahan. 
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(2) Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemeirintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepjila Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Ayat (2) meli])uti 

fasili.tasi kegiatan keagamaan di tingkat kelurahan berupa pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan Gerakan Subuh Berjamaah, pembinaan imam masjid 

fasili tasi tenaga pendidik dan kegiatan jpembelajaran Al-Qur'an (penga, lah 

dan hafal qur'an) di Taman Pendidiksm Al Qur'an (TPA) serta kegistaiji 

keagamaan lainnya; 

(3) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal J 

Ayat (3) huruf a meliputi : 

a. £;ub kegiatan pembangunan dan prasarana kelurahan berapa 

pembangunan sarana prasarana permukiman skala kecil den^au 

kontstruksi sederhana yang dilaksanakan di tingkat kelurahan; 

b. sub kegiatan pemberdayaan masyar akat di kelurahan laerupa kegialtaiji 

pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dan sejenisnya yang 

dilaksanakan di tingkat kelurahan dengan porsi pem belajaran 3(j) *^ 

teori dan 70 % terapan; 

c. sub kegiatan fasilitasi pelaksanasin rembug warga, musyawdralli 

pierencanaan pembagunan kelurah;an dan musyawarxih perencanaan 

p>embagunan kecamatan. 

(4) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamajtaili 

sebagaimana dimaksud dalam pasali 7 Ayat (3) huiruf b melijiuti 

fasilitasi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) keluralian 

dalam h a l : 

a. p)elaksanaan musyawarah perencanaan pembagunan (musrenbsng) 

tingkat kelurahan mulai dari tahapan rembug waiga, 

pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunaii (musrenbdng 

kelurahan, menyiapkan usulan hasil musyawarali perencanaan 

pembagunan (musrenbang) tingkat kelurahan s(;rta mengilaiti 

musyawarah perencanaan pembagunan (musrenbang) tingjka 

kecamatan; 

b. pelaksanaan kegiatan bulan bakti gotong royong, sejak tahaj^ajn 

persiapan sampai dengan pelaksanaan; dan 

c. membantu lurah dalam pelaksanagin kegiatan-kegiatsin lainnya y ^ g 

diselenggarakan oleh pemerintah kelurahan. 
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(5) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada 

Camat sebagaimana dimaksud dalam piasal 7 Ayat (4) huruf a meliputi : 

a. siub kegiatan pembinaan organis£isi kepemudaan tierupa fasilitaisi 

terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi karang tar ana 

clan organisasi kepemudaan lainnya dalam rangka peningketan 

keswadayaan dan partisipasi pemuda di tingkat kelurahan ser t i 

rnelahirkan pemuda-pemuda pelopor berprestasi; 

b. sub kegiatan pembinaan organisasi perempuan berupji pemberdayaan 

pierempuan dalam peningkatan kemampuan organisasi perempiian 

(pkk kelurahan) untuk ikut serta. berpartisipasi d£m bertanggung 

jawab dalam pembentukan karakter bangsa dimulai dxiri keluarga (^ap 

masyarakat kelurahan lainnya. 

4. Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai t>erikut: 

Pasal 9 

(1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluratjia' 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Ayat (3) huruf a meliputi : 

a. pembangunan, pengembangan dan pemelibaraan sarana d^ax 

prasarana lingkungan pemukiman; 

b. pembangunan, pengembangan dan pemelibaraan sarana cjlari 

prasarana transportasi; 

c. pembangunan, pengembangan dan pemelibaraan sarana (jiaji 

prasarana kesehatan; 

d. pembangunan, pengembangan dan pemelibaraan sarana (^ai\ 

prasarana pendidikan dan kebudayaan. 

(2) Pembangunan/Pembuatan, Pemelihara.an dan Rehabilitaisi Sarana clah 

Prasiirana Lingkungan Pemukimam sebagaimana dimaksud pxida 

pasal 9 Ayat (1) huruf a meliputi : 

a. drainase/saluran air skala lingkung;am permukiman; 

b. sarana pengumpulan sampah, tempat pembuangan sambati 

sementara dan sarana pengelolaan sampah, rumah kompos dan bsinL 

sampah; 

c. pembuatan sumur resapan dan biopori; 

U N I T p R J A ^ ^ u ^ ASISTEjr SEKDA 
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d. ijembuatan Instalasi/ Jaringan Pengelolaan Air Limbah (IPAL) 

komunal skala pemukiman maksimal 10 kepala keluarga penerim^ 

manfaat; 

e. lampu penerangan jalan lingkungjan pemukiman dan perumanan 

dengan memanfaatkan sumber energi listrik masyarakat setempat 

raelalui pola pemberdayaan masyarakat; I 

f. taman/RTH Skala Kelurahan dengan anggaran setinggi-tinggipy^ 

Rp. 50.000.000,-

g. p»embuatan sarana olahraga skala lingkungan dengan anggarap 

setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.-

h. p>enataan ruang evakuasi bencana skala kelurahan. 

(3) Pembangunan, Pengembangan dan Pemelibaraan Sarana dan Prasarcin^ 

Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (1) huruf b tercjiiifi 

dari : 

a. j iPan pemukiman berupa jalan lingkungan, ja lan setapak dan lorjpg 

hijau (jalan setapak yang dilengkapi accessories veget£isi), ja lan aksgs 
I 

permukiman yang terhubung ke kawasan pemakamxin umum s^rtk. 

j j i lan akses permukiman penghubung kawasan pariwisata; 

b. pembangunan halte/shelter sederhana untuk sarana transportasi 

umum lokal; dan 

c. jjpan khusus berupa ja lur evakuasi bencana di kawasan permukimari 

(4) Pembangunan, Pengembangan dan Pemelibaraan Sarana dan Prasarana 

Kesehatan sebagaimana dimaksud padxi Pasal 9 Ayat (1) huruf c meliputi 

kegiatan pembangunan, pengembangsin dan pemelibaraan banguriaiji 

dengem perkiraan kebutuhan biaya setinggi-tingginya Rp. 50.000.06^, 

yang terdiri atas : 

a. Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk umum/komunal daxi/atau jamtiaiji 

keluarga yang dimanfaatkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) kepala 

keluarga. 

b. Pos Pelayanan Terpadu (Pos Yandu), Pos Pimbinaar. Terpadu, ^o^ 

Obat dan sarana kesehatan kelurahan lainnya; 

(5) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemelihareian Sarana Hah 

Prasjirana Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksjud 

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan pembangunan. 

KABAG 
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peng;embangan dan pemelibaraan bangunan dengan perkiraari 

kebutuhan biaya setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- yan;g terdiri atas 

a. taman bacaan masyarakat; 

b. bangunan gedung dan pagar TK Pendidikan Anak Usia Dini 

c. wahana permainan anak pendidikan anak usia dini; dan/atau 

d. j)anggung seni budaya daerah di tingkat kelurahan. 

(6) Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarhnki 

kantor kelurahan hanya dapat dibiayai dari dana Anggaran Pendapatari 

dan Belanja Daerah (bukan dari DAU Tambahan). 

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai ber ikut: 

Pasal 10 

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan s ebaga im^ i 

dimaksudkan dalam pasal 8 Ayat (3) huruf b meliputi : 

a. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyariikat yang berupa Pelatihan Kajder 

Kesehatan Masyarakat; 

b. Kegiatan pendidikan dan Kebudayaan yang berupa penyelenggariai: 

pelatihan pelestarian budaya tradisional daerah untuk hari-hari besai' 

keagamaan dan/atau pelatihan atraksi seni budaya tradisional Goronlakk 

bagi masyarakat kelurahan; 

c. Kegiiitan pengembangan ketrampilan dan manajemen usaha mikro 

berupa pelatihan ketrampilan pertukangan, perbengkedan, menjajiit 

gunting rambut dan tata rias kecantikan, sulaman kara\i^o dan induslXi 

kerajinan lainnya, produk kuliner, pelatihan kewirausaliaan, pelatiliar. 

pengembangan usaha mikro berbasis IT, manajamen ptmgelolaan qs^v. 

usaha mikro dan peningkatan akses permodalan; 

d. Kegiiitan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadlap: 

bencana serta kejadian luar biasa lainnya, berupa pelatihan relaxyaf 

tangguh bencana di kelurahan rawan bencana. 

6 . Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1) Pelalcsana Kegiatan DPK terdiri da r i : 

a. T im Pembina DPK; 

S E K D A 
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b. C;amat sebagai Pengguna Anggaran (PA); 

c. Lurah selaku Kuasa pengguna Angg;aran (KPA); 

d. T im Asistensi Teknis; 

e. Kelompok Masyarakat (Pokmas); dan 

f. F'asilitator Teknis. 

( la) Ketentuan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimanEL 

dimaksud pada ayat (1) berlaku terhituiig sejak Januar i 2022. 

(2) T im Pembina DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1 

huruf a adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam rangk£. 

membantu pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam 

penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Kelurahan dengan ketentuain 

sebagai berikut: 

a. ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota; 

b. terdiri atas perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fuijigsj 

hioordinatif seperti perangkat daerah perencanaan pembangunan 

daerah, keuangan daerah, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, 

pengadaan barang dan j asa serta p<;rangkat daerah teknis yang tugas 

pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan dana 

kelurahan; I 

c. dipimpin oleh asisten bidang pcimerintahan dan kesra sebagai 

ketua dan kepala bagian yang membidangi pemerintahan sebagai 

sekretaris; 

d. menjalankan tugas sebagai berikut: : 

1. menyusun pedoman pelaksanaxm DPK; 

2. memberikan bimbingan dan pislatihan pengelolaian administrasi 

kegiatan dan administrasi keuangan untuk kegiatan 

pengembangan kelurahan kepada unsur pengelcjla kegiatai(i dli 

tingkat kelurahan; 

3. memfasilitasi pihak pemerintah kelurahan dalam proses asistensi 

penentuan kegiatan, asistensi dokumen teknis/dokurjien 

pengadaan (desain/gambar kerja/KAK dan rencana anggaran 

biaya) melalui penugasan personil yang berkompetien di perangkat 

daerah bersangkutan; 

U N I T p R J A j ^ ^ u M AS ISTEN S E K D A 
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4. memfasilitasi pihak pemerintah kelurahan dalam hal penyediaan 

narasumber yang berkompeten untuk kegiatan peningkatan 

kapasitas masyarakat di tingkal: kelurahan; 

5. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan DPK dan 

melaorkan hasilnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah 

setiap 3 (tiga) bulan; 

6. memberikan pertimbangan kejiada Wali Kota dalam pembeifia^ji 

penghargaan dan/atau sanksi. 

(3) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) h u m 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

kegiiitan pengembangan kelurahan dengan ketentuan sebagai ber ikut: 

a. melakukan verifikasi usulan kegiatan pengembangan kelurahaiji 

terkait kesesuaiannya dengan ketentuan dalam jukriiis dan regujasi 

daerah yang terkait lainnya; 

b. melaksanakan sinkronisasi usulan kegiatan pengembangah 
I 

kelurahan dengan program dan k<;giatan sejenis yang dilaksanakarti 

oleh perangkat daerah dan/atau kegiatan yang menjiidi kepentingajii 

bersama lintas kelurahan; 

c. £;elaku pengguna anggaran, dajDat merekmt dan menetap^cah 

fasiiitator teknis sebanyak-banyaknya 2 orang untuk setiap 

kecamatan untuk mendukung selumh rangkaian pelaksanaan 

kegiatan dana pengembangan kelurahan mulai dari perencanaan 

teknis, pelaksanaan dan pelaporan hasil pekerjtian di tingkat 

kelurahan; 

d. menandatangani kesepakatan bersama dengan kelom]3ok masyar^ka 

pelaksana swakelola; 

e. menetapkan pejabat pengadaan. 

(4) Lurah sebagaimana dimaksud dadam Pasal 13 ayat (1) h u m 

menjialankan tugas dan tanggung jawab selaku Kuasa P e n j ^ n a Anggalrah 

yang meliputi : | 

a. menyiapkan usulan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKA dan 

ditetapkan dalam DPA Kecamatan bersangkutan; 

b. lurah selaku KPA juga bertindak scibagai Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK); I 

c. menandatangani kontrak swakelola dengan tim pelaksana swakelola.: 

S E K D A 
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d. melakukan konsultasi kepada camat untuk mendapatkan solusi ijiaj^ 

]Dermasalahan yang dihadapi; 

e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat ter|cqijt 

informasi pelaksanaan kegiatan; 

f. melakukan pemantauan pelaksanaan seluruh tahaptan agar se^ueji 

dengan ketentuan teknis, administrasi dan waktu yang t^lalji 

ditetapkan; 

g. melakukan evaluasi pelaksanaan seluruh tahapan secara periPdik 

dan hasilnya disampaikan secara tertulis kepada camat dan mel^i j i 

rapat evaluasi di tingkat kelurahan setiap bulan berjalan. 

(5) T im Asistensi Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayalj (IJ) 

huruf d merupakan Tim yang dibentuk oleh Tim Pembina DPK melalui 

Surait Perintah Sekretaris Daerah Atas Nama Wali Kota dengan ketent 

seba gai ber ikut: 

a. terdiri atas unsur-unsur perangkat daerah yang tugas piokok 

iungsinya berkaitan dengan kegiatam pengembangan kelurahan; 

uan 

dan 

b. bertugas melakukan asistensi teknis terhadap dokumen perencana^i 

teknis dan/atau dokumen pengadaan; 

c. menandatangani lembar pengesalian pada dokumen perencanjaan 

teknis dan/atau dokumen pengadaan. 

(6) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayatl (31) 

huruf e adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat melalui fasilitasi 

Lursih, yang terdiri atas lembaga-lembaga kemasyarakatan di tingkat 

kelurahan (LPM, PKK, Karang Taruna, BKM dan RT/RW), yang bertugas 

membantu pemerintah kelurahan dalam upaya pemberdayaan 

masyarakat dalam rangka peningkjitan kapasitas masyarakat dan 

meningkatkan kualitas lingkungan s(;rta sarana prasarana di tingkat 

kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. dikukuhkan oleh lurah yang diperkuat dengan surat pengukuOiari 

sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang meimpakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini; 

b. terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendah.ara serta se csi • 

seksi yang terdiri atas seksi persiapan sebanyak 3 orang, s^ksi 

pelaksanaan sebanyak 5 orang dian seksi pengawasan sebanyak 3 

orang dimana setiap seksi memilih 1 orang koordinator seksi; 
KABAG 
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c. memiliki struktur organisasi/pengiirus; 

d. memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumali Tangga (ART) 

sesuai format sebagaimana terciintum dalam lampiran I I yang 

iTierupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kotsi 

ini; 

e. memiliki sekretariat dengan alamtit yang benar dan jelas di lokja^i 

tempat pelaksanaan kegiatan; 

f. imemiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan 

barang/jasa sejenis yang di swakelolakan; 

g. kelompok masyarakat dapat diberikan insentif yxmg dibayarkari 

sesuai prestasi pekerjaan dengan tiesaran insentif setinggi-tinggipygi 

10% dari total anggaran kegiatan yang diswakelolakan; 

ga. dalam hal insentif kelompok masyarakat tidak dianggarkan daljaijri 

DPA, maka dapat dianggarkan dalEim RAB setiap kegiatan; 

h. besaran insentif untuk setiap anggota Kelompok disesuaikan dengaf. 

kedudukan masing-masing dengan porsi sebagai berikut: 

1. Ketua Pokmas sebesar 10 % dari total insentif Pokmas; 

2. Wakil Ketua Pokmas sebesar 9 % dari total insentif Pokmas; 

3. Sekretaris dan Bendahara Pokmas sebesar 8 % d;ari total insenti: 

Pokmas; 

4. Koordinator Seksi Persiapan, Koordinator Seksi Pelaksana dah 

Koordinator Seksi Pengawas sebesar 7 % daii total insentif 

Pokmas; 

5. Anggota Seksi Persiapan, Seksi Pelaksana dan seksi pengawas 

5,5 % dari total insentif Pokmas. j 

(6a) Selai n Tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksudkan dalam 

Ayat (6), Kelompok Masyarakat dapat mengerjakan barang/jasa yang 

diswakelolakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan | 

(7) Fasiiitator Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf f 

adaliah tenaga teknis dibidang sipil/ai sitektur yang dapat direkrut dan 

ditetapkan oleh Camat untuk membantu pemerintah Kelurahan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. pendidikan minimal D3 ; 

UNIT p i R J A J^ i^^ f ;? . AS ISTEN I HUKUM y 
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b. memiliki pengalaman dan kemampuan menyusun gambar tekjnik 

(DED)/KAK dan RAB untuk bangunan sarana dan prasarana. 

c. h-ertugas membantu pihak pemerintah kelurahan dalam pro^qs; 

pierencanaan serta mendampingi pihak pokmas yang meliputi : 

1. Memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan, jadwal pelaksanqan 

dan rencana biaya; 

2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam pengawasan 

pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelolsi; 

2i. Memfasilitasi penyusunan laporan kemajuan pekcjijaan; 

4. Melakukan asistensi dokumen pengajuan pembajaran; 

2». Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai permintaan Luhali 

yang berkaitan dengan pelalcsanaan kegiatan pembanguijiain 

sarana dan prasarana kelurahxm 

d. /itas hasil pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas lainnya, Fasiiitator 

Teknis diberikan Gaji/Insentif setinggi-tingginya 5% dari total 

Einggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang 

dibayarkan sesuai prestasi pekerjaaji. 

e. Dalam hal gaji/insentif Fasiiitator Teknik tidak dianggarkan dalam 

DPA, maka dapat dianggarkan dalam RAB setiap kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. 

(8) Conloh format Keputusan Camat tentang Penetapan Tenaga teknis 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) sebagaimana tercantum dalam 

lampiran I I I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini; 

7. Ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf d angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagali 

berikut: 

Pasal 14 

(1) Tata Cara pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan menggunakah 

metode Swakelola Type IV sebagaimanei dimaksud pada pasal 12 Ayat (2) 

dilalcsanakan melalui tahapan-tahapan penyelenggaiaan swakelola 

sebagai berikut : 

a. jjerencanaan swakelola; 

b. ]Dersiapan swakelola; 

UNIT p R J A KA 
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c. pielaksanaan swakelola; 

d. pengawasan swakelola; dan 

e. pembayaran hasil pekerjaan. 

(2) Perencanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunj f 

terdiiri atas : 

a. perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi: 

1. penetapan tipe Swakelola; 

2. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan 

3. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

b. camat selaku Pengguna Anggaran (IA) menetapkan swakelola tipe IV; 

c. penyusunem Spesifikasi Teknis/KAK 

1. camat selaku PA memerintahkan Lurah selaku KPA/PPK daiji 

Fasiiitator teknik menjrusun spesifikasi teknis/KAK pengadaan 

barang/jasa yang akan dilaksanakan melalui Swakelola. 

2. spesifikasi teknis/KAK memuat antara lain: 

a) latar belakang, maksud dan tujuan, sasiaran, sumljie 

pendanaan, dan barang/jasa yang disediakan; 

b) spesifikasi barang/jasa; 

c) jangka waktu swakelola; 

d) kebutuhan tenaga ahli/teknis, tenaga kerja., narasumbleij, 

bahan/material termasuk; peralatan/suku cadang, j£.sa 

lainnya, j asa konsultansi, dan/atau kebutuhan lainhya 

(apabila diperlukan); dan/atau 

e) gambar rencana kerja untuk pekerjaan konstruksi. 

d. Penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya. (RAB) 

1. Camat selaiku PA menyampaikan undangan kej)ada Kelomplok 

Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola. J i l a i 

Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan 

pekerjaan swakelola, maka penanggung javiab Kelompok 

Masyarakat menyampaikan sui-at pemyataan kesediaan sebaqai 

pelaksana swakelola dan selanjutnya Camat selalcu PA bersajna 

dengan penanggung jawab/'Ketua Kelompok Masyaraljca 

Kelurahan membuat Nota Kesejaahaman. 

U N I T p R J A ^^^l ASIST] S E K D A 
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2. dalam hal pengadaan barang/jasa melalui swakelola merupakan 

usulan dari kelompok masyarakat maka camat selaku PA 

menetapkan dan mengadakan nota kesepaliaman dengafii 

kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola. 

3. berdasarkan nota kesepahamjm tersebut kelompok masyaralka 

menyampaikan RAB. 

4. selanjutnya Lurah selaku KPA/'PPK melakukan reviu atas usplaiiji 

proposal dan RAB. 

5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) terdiri dari: 

a) upah tenaga kerja (tukang, pekerja), honor njirasumber, dan 

honor tim penyelenggaran swakelola; 

b) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang 

(apabila diperlukan); 

c) biaya lainnya yang dibutu]rikan, contoh: laporan. 

d) biaya konsultansi. 

6. apabila dalam pelaksanaan Swakelola Tipe IV terdapat 

kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia mjiks, 

kebutuhan pengadaan barang/jasa dapat: 

a) dimasukkan ke dalam Kontrak Swakelola; atau 

b) dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak manipi 

untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/ jase 

lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakarj 

Swakelola, maka pengadiian bahan/materijil/jasa lainnya 

pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh 

KPA/PPK. 

(3) Persiapan Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud ] 3 a d a ayat ( 

huruf b terdiri atas : 

a. p)ersiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swai:elola melipjuti 

pienetapan sasaran, Penyelenggara Sweikelola, rencana kegiatmj, 

jadwal pelaksanaan, dan RAB. 

b. sasaran pekerjaan Swakelola ditetajDkan oleh lurah selaku KPA. 

c. kietua Pokmas menetapkan Seksi Persiapan, Seksi Pelaksana dad 

Sleksi Pengawas dalam Pokmas sebagai Tim Persiapan, Tim Pelaksana 

dan Tim Pengawas Penyelenggara Swakelola Type IV. 

U N I T p R J A AS ISTEN S E K D A 
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]^PK dapat menugaskan tenaga ahli/teknis/nara sumber yang 

bertindak sebagai fasiiitator untuli melakukan pendampingan atau 

asistensi Penyelenggara Swakelola. 

l im persiapan swakelola tipe IV me;n5rusun rencana kiegiatan, jadwal 

pelaksanaan dan RAB Kegiatan tersebut meliputi: 

1. melakukan reviu atas K/iK yaitu menyc:suaikan KAK 

perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalan. 

DPA; 

2. menyusun persiapan teknis dan penydapan metode pelaksanaar 

kegiatan; 

3. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan {work breakdOfU/fi 

structure) yang akan dilaksanalian; 

4. merinci jadwal pelaksanaan dengan ketentuan: 

a) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhinjiy^ 

pelaksanaan swakelola; dan/atau 

b) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan 

kebutuhan dalam KAK, termasuk jadx^al pengadaan 

barang/jasa yang diperlukan. 

5. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya: 

a) gaji tenaga teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepjal^ 

tukang, tukang) dan honor narasumber; 

b) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku caddng 

(apabila diperlukan); dan/atau 

c) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapa 

komunikasi dan laporan. ^ 

6. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biay^ 

bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui P^gq 

Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran; 

7. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan bikya 

bulanan; dan/atau 

8. menghitung penyediaan kehmtuhan tenaga kerja, sarana 

prasarana/peralatan dan material/bahan yang dilsiksanalap 

dengan pengadaan melalui penyedia. 

UNIT K E R J A ™ M 'ASISTEN S E K D A 
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9. menyusun dokumen persiapsin untuk kebutuhan Pengadaan 

Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan 

kontrak terpisah, yang melipu^ti: HPS, rancangan kontrak, dap 

spesifikasi teknis/KAK. 

f. rencana kegiatan yang diusulkim oleh Kelompok Masyaraka 

clievaluasi dan ditetapkan oleh PPK. | 

g. hasil persiapan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dituangkan 

dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output. 

h. lurah selaku KPA/PPK pada Swakelola Tipe IV menyusun rancangan 

FLontrak Swakelola dengan Tim Persiapan Kelompok Masyarakat 

F'elaksana Swakelola. 

i . F*PK menynisun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentiiaii 

sebagai berikut: 

1. dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkah 

dengan anggaran yang disetujui dalam DPA, Lurah selaku 

KPA/PPK melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim 

Pelaksana Swakelola. Hasil negosiasi dituangkan dalam beifitp 

acara hasil negosiasi dan menjadi dasar penyusunan Kontij-ak 

Swakelola; 

2. rancangan kontrak swakelola paling kurang berisi: 

a) para pihak; 

b) barang/jasa yang akan dihasilkan; 

c) nilai yang diswakelolakan sudah termasuk seluiiilk 

kebutuhan barang/jasa pendukung swakelola; 

d) jangka waktu pelaksanaan; dan 

e) hak dan kewajiban para pihak. 

3. rancangan kontrak swakelola sebagaimana dimaksud paldi 

angka 2 sebagaimana tercaniium dalam lampiran FV yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Â̂ al|i 

Kota ini; 

j . dalam hal rancangan Kontrak Swakelola Tipe FV termasuk Pengadajaui 

E;arang/Jasa melalui Penyedia maka dilaksanakan oleh Tim 

Pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika Pengadaan 

Barang/Jasa. 
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(4) Pelaksanaan Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c terdiri atas : I j 

a. lurah selaku KPA/PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan 

Koordinator Tim Pelaksana sesuai dengan Nota Kesejiahaman sesuai 

format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupaljcai: i 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; | 

b. nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak svi^akelola sudah 

termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh mehdui penyediei; 

c. tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan 

tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak swakelola yang 

telah disepakati. Pelaksanaan s\/akelola memperhatikan hal-ha 

sebagai berikut: 

1. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan KAK yang telah ditetapkar 

oleh PPK; 

2. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/perala ta" 

dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan; ^ 

3. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan aan 

material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 

4. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja 

(tenaga teknis, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarsn? 

prasarana/peralatan dan material/bahan; 

menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri ddri 

a) laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana 

pelaksanaan, metodologi, pengorganisasiaui dan uraja^ 

tugas, serta jadwal pelaksamaan; 

b) laporan antara (interim report) yang memuat tentang hbsil 

survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan 

data/ inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data; 

c) laporan draf akhir (draft final report) yemg memuat draf h^sjl 

kegiatan; 

d) laporan akhir (final report) yang memuat hasil kegiatan; 

e) laporan bulanan yang memuat tentemg capaian realisjasji 

fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan cjati 

rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegialaiji 

Swakelola; dan/atau 

5. 
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f) pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi, 

pemelibaraan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya 

disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kc:giatan. 

6. kelompok masyarakat pelaksana swakelola dilarang mengalihkan 

pekerjaan utama kepada pihah: lain; 

7. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Sw^akelola sesuai 

dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola 

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perund ang-undangan 

8. penghentian kontrak atau berakhimya kontrak 

a) penghentian kontrak 

kontrak berhenti apabila t(;rjadi keadaan kah;ar. Penghentjiar 

kontrak karena keadaan kiihar dilakukan sec ara tertulis oleh 

pejabat penandatangan kontrak dengan disertai alasar 

penghentian pekerjaan. 

Penghentian kontrak karena keadaan kahar (dapat bersift t: 

1) sementara hingga Keadaan Kahar berakliir; atau 

2) permanen apabila akibat keadaan kahar ticiak 

memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikamjiye 

pekerjaan. 

dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, mqka 

Pejabat Penandatangan F^ontrak wajib membayar sespqi 

dengan kemajuan hasil pel-cerjaan yang telah dicapai sete 

dilakukan pemeriksaan h»ersama atau berdasarkan h^sil 

audit. 

b) berakhimya kontrak 

kontrak berakhir apabila ptikerjaan telah selesiai dan hak cjaii 

kewajiban para pihak yang terdapat dalam kontrak suclalji 

terpenuhi. Terpenuhinya hak dan kewajibim para pihak 

adalah terkait dengan pembayaran yang seharusr.y^ 

dilakukan akibat dari pelalcsanaan kontrak. 

c) pemutusan kontrak 

pemutusan kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh 

pejabat penandatangan kontrak untuF: mengakhiiij 

berlakunya kontrak karenei alasan tertentu. 
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Pejabat penandatangan kontrak melakukian pemutusiaii 

kontrak apabila: 

1) pelaksana swakelola terbukti meLakukan 

kecurangan dan/abau pemalsuan dalam proBeis 

pekerjaan yang diputuskan oleh Instansi yan§; 

berwenang; 

2) pengaduan tentang ]Denyimpangan prosedur, dugaan 

KKN dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan 

pekerjaan dinyatakan benar oleh Instansi yang 

berwenang; 

3) pelaksana swakelola gagal memperbaiki kinerja setelaj: 

mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ; 

4) Pelaiksana swakelola lalai/cidera janji dalanf. 

melaksanakan kewajibannya dan tidali memperbaik. 

kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 

9. penyerahan hasil pekerjaan swakelola. 

a) pimpinan kelompok masyarakat/tim. pelaks^e. 

menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaar 

pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acarii Serah TeriptiE. 

Hasil Pekerjaan sesuai format sebagaimana tercantum dalaijri 

lampiran VI yang merupal«:an bagian yang ticiak terpisahlcat. 

dari Peraturan Wali Kota ini; 

b) penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaa^ii 

pekerjaan kepada PPK selelah dilakukan pemeriksaan oleh 

Tim Pengawas; dan 

c) PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasiik barang/j asji 

yang berbentuk aset) kepada PA/KPA. I 

d) PA/KPA melakukan pemeriksaan administratif terha(fia|> 

barang/jasa yang akan diserahterimakan. 

(5) Pengawasan Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d terdiri atas : 

a. tim Pengawas melaksanakan tngas pengawasan administrasi, 

teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan 

hasil pekerjaan yemg meliputi: 

1. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan; 
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2. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk 

mengetahui realisasi fisik meliputi: 

a) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan; 

b) pengawasan penggunaan tenaga kerja, sar^ jE 

prasarana/peralatan dan, material/bahan; dan 

c) pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada). 

3. Pengawasan tertib administrasi keuangan. 

b. berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluas 

Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, 

tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepade 

pimpinan Kelompok Masyarakat dan PPK, tim persiapan atau t in 

pelaksana untuk segera mengamtdl tindakan korektif. 

c. tim pengawas dalam melaksanakan tugas didampingi olet 

fasiiitator. 

(6) Pembayaran Swakelola Tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat ( I j 

huruf e terdiri atas : 

a. pembayaran dilakukan secara 3 (tig;a) tahap; 

b. tahap 1 (satu) dilaksanaikan setelah penandatangan konthak; 

swakelola sebesar 40% dengan melampirkan rencana penggunaar 

Emggaran 40%; 

c. tahap 2 (dua) pembayaran 70% dilaksanakan setelah fisik pekerjiaij: 

mencapai paling sedikit 30% dengan melampirkan dokume 

pertanggungjawaban anggaran tahcip 1 (satu), laporan kemajuan fisil: 

pekerjaan minimal 30% dan rencima penggunaan anggaran paling 

tinggi 70%; 

d. tahap 3 (tiga) pembayaran 100% dilaksanakan setelah fisik pekerjaar 

mencapai paling sedikit 60% dengan melampirkan dokuiner. 

pertanggungjawaban anggaran tahap 2 (dua), laporan kemajuan fisik 

pekerjaan minimal 60% dan rencana penggunaan anggaran 100%: 

e. sietiap tahapan pembayaran dilakukan verifikasi dokumen pengajuar: 

pembayaran oleh Tim Fasiiitator/Pendamping pelaksanaan swakeloki 

tipe IV; I 

f. dalam hal terdapat pekerjaan tambah/kurang msika dilakukan 

£imandemen kontrak dengan tidak merubah nilai juml ah kontrak; 
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g. pembayaran dapat dilakukan atas perkembangan lisik pekerjaan 

berdasarkan kontrak yang telah diamandemen; 

h. tdlamana dalam amandemen kontriak sebagaimana dimaksud dalam 

piasal 14 ayat (6) huruf f menyebabkan perubahan volume outimi 

kegiatan maka dilakukan penyesuaian pada DPA sesuai mekanisme 

yang berlaku dalam sistem penganggaran daerah. | 

(7) Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan 

dihil:>ahkan kepada Kelompok Masyarakat, maka proses serah terima 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. I 

(8) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf a 

ditetapkan oleh Ketua Kelompok Masyiirakat sesuai format sebagaimana 

tercantum dalam lampiran V l l yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; 

I 

Pasal 11 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanj^al diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundatigan Peratupap 

3\'alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kot£i Gorontalo, 

Ditetapkan di Gorontalo 

Bfada tangg;il, 28 Oktober 2021 

ALIKOTA GORONTALO, 

^ ^ A J J ^ F A. TAHA 

Diundangkan di Gorontalo 

padatanggal, 28 Oktober 

f SEKRETARIS DAE 

2021 

KOTA GORONTALO,/ 

ISMAIL MADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 42 

UNIT .KERJA KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K D A 

t X 1 


